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Pasal 11 UU No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib
didaftarkan. PadaPasal 3 PERMENKEU No 130/PMK.010/2012 disebutkan bahwa, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan
penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat
jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Dalam prakteknya perusahaan PT SMS Finance yang
menjalankan usahanya dibidang pembiayaan tidak mengikuti tata cara dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia
sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga dapat dikatakan perbuatan tersebut telah
memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.
Penulisan skripsi ini untuk menjelaskanpelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan PT Sinar Mitra Sepadan
Finance,faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi, dan upaya hukum atas perbuatan
melawan hukum yang dilakukan PT Sinar Mitra Sepadan Financetersebut.
Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan
mempelajari serta menganalisis peraturan perundang-undangan, buku teks, tulisan ilmiah, dan literatur yang diunduh dari Internet
yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan
informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwadalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen Perusahaan PT Sinar Mitra Sepadan
Finance Banda Aceh tidak melakukan pendaftaran objek jaminan secara fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Perusahaan dinilai
kurang memperhatikan aturan-aturan dalam hal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi. Upaya
hukum yang dilakukan debitur berupa pengaduan kepada pihak perusahaan dengan musyawarah dan/atau menggugat permasalahan
kepengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum.
Disarankan kepada perusahaan agar mendaftarkan objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia agar tidak bertentangan
dengan peraturan yang ada, disamping itu pihak lembaga otoritas jasa keuangan untuk selalu mengevaluasi kegiatan yang dilakukan
seluruh perusahaan lembaga keuangan khusunya lembaga pembiayaan konsumen mengenai syarat-syarat admnistrasi yang wajib
dipenuhi dalam menjalankan usahanya dan segera diberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelaku usaha yang melakukan
perbuatan melawan hukum.
